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Data Pribadi

Terus Bocor

Kemenkominfo menelusuri dugaan kebocoran 1.3 miliar
data registrasi kartu SIM prabayar vang dijual di forum
jual beli data daring. Kebocoran data terus terjadi.

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak
1,3 miliar data registrasi kartu
SIM telepon seluler warga di-
duga bocor dan dipasarkan di
forum jual beli data daring.
Kendati sumber kebocoran
belum diketahui, kemunculan
data dari seluruh operator
mengindikasikan sebelumnya
kumpulan informasi itu di-
himpun di satu tempat. Butuh
komitmen serius dari negara
untuk mengusut kebocoran
yang semakin sering terjadi.

Dugaan kebocoran data re-
gistrasi kartu SIM telepon se-
luler warga terkuak melalui
unggahan akun “Bjorka” di
forum jual beli data daring
breached.to, Rabu (31/8/2022)
dini hari. Akun itu mema-
sarkan dokumen yang besar-
nya mencapai 87 gigabita. Do-
kumen tersebut berisi 1,3 mi-
liar data registrasi kartu SIM
prabayar dari seluruh opera-
tor telekomunikasi. Data ber-
isi nomor induk kependuduk-
an, nomor telepon seluler,
provider telekomunikasi, dan
tanggal registrasi.

Data diambil antara 31 Ok-
tober 2017 dan Agustus 2022
atau sejak Kementerian Ko-
munikasi dan  Informatika
membuat kebijakan kartu SIM
harus diregistrasi sesuai kartu
tanda penduduk dan kartu ke-
luarga. Data itu dijual 50000
dollar AS atau setara Rp 745
juta. Disertakan pula 2 juta
data sampel secara gratis.

Pakar digital forensik Ruby
Alamsyah mengatakan, besar
kemungkinan data registrasi
kartu SIM itu valid. Namun,
perlu ada parameter yang di-
periksa lebih lanjut, yakni ala-
mat yang didaftarkan. Sebab,
alamat merupakan salah satu
syarat registrasi kartu SIM.
Selain itu, jumlah data yang

mencapai hampir enam kali
lipat jumlah penduduk Indo-
nesia juga harus diverifikasi.

"Perlu dipastikan apakah
data tersebut 100 persen valid
atau memang data campur-
an,” ujar Ruby, saat dihubungi,
Kamis (1/9).

Menurut dia, penjualan se-
paket data dari seluruh ope-
rator mengindikasikan data
itu tersimpan di satu tempat,
instansi negara atau swasta.
Sebab, jika data tersebar:di
sejumlah operator, akan sulit
bagi peretas - mendapatkannya
bersamaan. Setiap operator
dinilai memiliki- sistem kea-
manan siber yang tak mudah
ditembus dalam waktu ber-
dekatan, apalagi bersamaan.

Tak ada aplikasi

Di media sosial, berkem-
bang dugaan sumber kebo-
coran ada di Kemenkominfo.
Terkait hal itu, Menteri Ko-
munikasi dan Informatika
Johnny G Plate mengatakan,
pihaknya secara internal telah
menelusuri dugaan kebocoran
kartu SIM prabayar. "Dari pe-
nelusuran tersebut dapat di-
ketahui Kemenkominfo tidak
memiliki aplikasi untuk me-
nampung data registrasi pra-
bayar dan pascabayar,” kata-
nya.
Johnny melanjutkan, hal
itu juga diperkuat pengamat-
an atas penggalan data yang
disebarkan akun Bjorka. Akun
itu tak menyebut asal data
yvang dijual. "Kemenkominfo
sedang melakukan penelusur-
an lebih lanjut terkait sumber
data dan hal-hal lain terkait
dugaan kebocoran data itu,”
ujarnya.

Dugaan kebocoran data
kartu SIM prabayar menam-
bah daftar kebocoran data pri-

badi warga. Pekan lalu, 17 juta
data pribadi pelanggan PT
Perusahaan Listrik Negara
(Persero) juga dijual di breach-
ed.to oleh akun "Loliyta”. Data
diduga milik pelanggan In-
dihome juga dipasarkan akun
"Bjorka” di situs yang sama.
Namun, PT Telkom meragu-
kan keaslian data pelanggan
Indihome yang diperjualbe-
likan itu. PT PLN juga me-
negaskan data yang dikelola
dalam kondisi aman (Kompas,
23/8/2022).

Anggota Komisi I DPR, TB
Hasanuddin, mengatakan, ka-
sus kebocoran data registrasi
kartu SIM ini harus dibawa ke
ranah hukum, Sebab, terse-
barnya 1,3 miliar data mem-
perlihatkan kelalaian penge-
lola data, baik operator mau-
pun petugas Kemenkominfo.
Ia tidak memungkiri selama
ini penegakan hukum terha-
dap kasus kebocoran data ter-
kendala belum adanya Un-
dang-Undang  Perlindungan
Data Pribadi (UU PDP). Na-
mun, kata dia, publik yang
dirugikan tetap bisa memba-
wanya ke ranah hukum de-
ngan gugatan warga. Maka itu,
warga tak perlu menunggu
hingga RUU PDP disahkan.
Terlepas dari hal itu, ia me-
negaskan, pembahasan RUU
PDP sudah mendekati final.

Anggota Komisi I DPR, Su-
kamta, mengatakan, kebijakan
pendaftaran kartu SIM pra-
bayar dengan sejumlah ele-
men data pribadi sudah men-
jadi perhatian Komisi L. "Kami
meminta Kemenkominfo se-
gera memberikan penjelasan
soal ini. Kalau benar terjadi,
perlu ada mitigasi risiko dan
memberikan pertanggungja-
waban kepada publik,” kata-
nya. (NIA)



